~ [SALINAN]

 BUPATI KARANGANYAR
'PROVINSI JAWA TENGAH

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR b
| ~ NOMOR 5 TAHUN 2020 .
e  TENTANG |
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI KARANGANYAR,

1Men’ifnbfar‘1g o a “bahwa dalam rangka memngkatkan kuahtas dan
Ll menjamin penyedlaan pelayanan publik serta untuk
,memberlkan perhndungan bagi masyarakat dari

' penyalahgunaan g \i.‘vew‘enan’g ooodi = dalam
’penyelenggaraan pelayanan v publik” * harus
Rty 'dlterapkan pr1ns1p pr1ns1p tata kelola pemer‘mtahan
| yang baik serta | menjamm’ kesederhanaan
kemudahan keterjangkauan dan dapat member1

'k manfaat bagi masyarakat | 5
b ‘bahwa untuk memenuh1 kebutuhan masyarakat :

yang semakln kompleks dan dldukung dengan -

- adanya kemajuan teknolog1 ~maka Pemermtah‘ o

- Kabupaten Karanganyar dltuntut untuk melakukan
Tpenmgkatan dan perbalkan pelayanan pubhk sesua1 "
'dengan perkembangan teknolog1 1nformat1ka ‘
C.o kbahwa untuk memngk:atkan kualitas yda‘n menjakmin,
g penyediaan | peiayanan publik sertay’ mempertegas '
hak ' dan | ke\}s}ajiban setiap warga masyarakat k
o korporas1 dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
‘ ’dlperlukan norma hukum yang memben dkasark

kpengaturan yang jelas;,



'Mengirjgat 1.

:"'bahwa‘ berdasarkan 'perti'mbanganl' sebagaimana_ - |
d1maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, |
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang :

: Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk

Pasal' 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara

| Repubhk Indones1a Tahun 1945

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah daerah - Kabupaten “dalam -
‘ ngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah
. ”Undang Undang Nomor 28 Tahuri 1999 tentangf |
L Penyelenggara Negara yang Ber31h dan Bebas dari

Korupsi, Kolus1 ‘dan’ Nepot1sme (Lembaran Negarak :

Repubhk Indon631a Tahun 1999 Nomor 75,

k ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm'

Nomor 3851) ;
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi (Lembaran ‘

Negara Repubhk Indones1a Tahun 1999 Nomor 78,

fTa‘mbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 3854), sebagalmana telah d1ubah dengan

| ,Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangg
‘Perubahan atas Undang Undang ‘Nomor 31
_ Tahun. 1999 tcntang Pemberantasan Tindak Pidaria' :
| Korup31 (Lembaran 'Negéra Republik Indonesia
‘ ’Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembarani
| Negara Repubhk Indonesu:l Nomor 4150); " |
. ,Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang; '
- Keterbukaan Informas1 Pubhk (Lembaran Negara,
'~’Repub11k Indones1a Tahun 2008 ‘Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1ai
Nomor 4846); | ‘ ; L
| Undang Undang‘ Nomor' 37 Tahun- 2008’7 te'ntang"
o ‘ Ombudsman Repubhk Indonema (Lembaran ‘Negara
& Repubhk Indonesm Tahun 2008 Nomor ‘139', :

s Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 4899)



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun .2009 tentang "

‘Pelayanan Publik = (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang

| Aparatﬁr Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ~Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan |

" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), |

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

‘dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republi_k

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negarél Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang—Undangé Nomor 30 Tahun 2014 'btentang
Administrasi lsemerintahan (Lembaran  Negara
‘Republik Indoriesia Tahun 2014 Nomor 250,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~Nomor 5594), éebagaimana telah diubah 'dengan .

Undang—Undang‘:fNomOr, 11 Tahun 2020 tentang"
C‘ipta Kerja (Leﬁbarm Négara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran'
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3)

Peraturan Pemerintah - Nomor 53 T ahun 2010
tentang ‘Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74‘~,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135); '

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik



13.°

14.

15.

16.

17.

18.

lIridonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

" Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
'Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
. Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia |
* Nomor 5357); | | .

‘Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negarar
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

~ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun’ 2018 Nomor 90, Tambahan

-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Pefaturany Pemerintah meor 12 Tahun 2019

tentang Péngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanah Terpadu Satu Pintu;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar |
Nomor 16 Tahun 2016 tentang ,Pembentukan dan
Susunan - Perangkat Daerah (Lerhbaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 67), sebagaimana diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten vKar‘anganyar‘

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan = Daerah Kabupaten vKﬂaranganyar
Nomor 16 Tahun 2016 tentang‘ Pembentukan dan -
Susunan Pefangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22,



Tambahan  Lembaran Daerah .Kabupéten

Karanganyar Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan :

‘ dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

- PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

- Bagian Kesatu

Pengertian

_Pasal V_1

- Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan:
1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagai unsur

' penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang mem1mp1n -

pelaksanaan urusan pemerintahan = yang menjadl
kewenangan daerah otonom. ‘

Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah. |
Pel_ayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
_kegiatan' dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan 'sesuai dengan _peraturan perundang-
undangan bagi Setiap vvafga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

- disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.




10.

11.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang ;s‘elanjutnya'

disebut Penyeleng‘garé ~adalah  setiap institusi

penyelenggara negara, »korporasi, ylembaga independen

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain

. yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan
- Publik. |

Standar Pelayanan adalah tolok  ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman ‘p'enyelenggaraan‘
Pelayanan Publik dan acuan penilaian Kkualitas:

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan
satuan kerja yang membawahi secara langsung satu
atau lebih satuan kerja yang melaksanékan Pelayanan'
Publik. ;

Perangkat - Daerah adalah' unsur pembantu kepalak
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat- Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 'yang menjadi
kewenangan Daerah. - | |
Organisasi‘ Penyelenggara Pelayanan Publik ‘yang -
selanjutnya disebut Organisé’si Penyelenggara adalah
satuan kerja penyelenggara Pelayarian Publik yang
berada di lingkungah institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang  dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk  kegiatan
pelayanan - publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-matar- untuk kegiatan pelayanan
publik. | |

Pelaksana kPelayan’an Publik yang selanjutnya disebut

- 'Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap

12.

orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara
yang  bertugas melaksanakan tindakan atau
serangkaian tindakan Pelayahan Publik. -

Setiap’ Orang adaiah orang perseorangan, kelompok

orang, dan/atau badan hukum. .



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara

~maupun penduduk sebagai  orang-perorangan,

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik
seéara langsung‘maupun tidak langsung. -

Standar  Pelayanan adalah  tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman . penyelenggaraan E
pelayanan' dan acuan penilaian kualitas - pelayanan
sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara _kepada
masyarakat dalam rangka peléyanan yang berkualitas,
Cepat, mudabh, térjangkau, dan terukur. S

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang

berisi keseluruhan rincian. kewajiban dan janji yang

terdapat dalam standar..

Sistem Informasi Peléyanan Publik yang selanjutnya

disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan

yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi

serta mekanisme ‘penyampaian _ informasi  dari
Penyelenggara‘ kepada‘ Maéyarakat dan sebaliknya
dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf
Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta
disajikan secara manual maupun elektronik.

Infofmasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan

pesan, baik data, fakta maupun penjelasénriya yang

- dapat dilihat," didengar dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan -
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik maupun nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengufhpulan, pengolahan,
pényusunari dan pencatatan dokumen, data, gambar

dan suara untuk bahan informasi publik.




19.

20.

21.

22.

23,

24,

Pejabat Pengelola Informasi dah Dokumentasi yang . -
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung  jawab  di bidang periyimpanan, '

'pendokumentasian,‘ penyediaan, dan/ atau pelayanan

informasi di Badan Publik.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan
Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara'

negara dan p_emerintahan termasuk  yang

| diselenggarakan oleh badan‘iisaha milik negara,‘badan

usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara
serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi
tugas }menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

~ APBN dan/atau APBD.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan
publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh
Ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang
dibentuk oleh Ombudsman. | .

Ajudikasi adalah | proses’ penyelesaian sengketa

pelayanan publik antara para pihak yang diputus oleh

' Ombudsman.

Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian dan

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang

~atau unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai

‘dengan instrumen yang ditetapkan.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang
digunakan untuk mengukur kinerja pélayanan publik

di lingkungan Kementerian, lembaga, dan Pemerintah

~daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan

Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana

‘Prasarana, Aspekw Sistem Informasi Pelayanan Publik,

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.



05.

Pengaduari adalah penyampaian keluhan yang

- disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan

26.

27.

28.

29.

30.

pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak
seSuai dengan standar pelayanan, ‘atau pengabaian
kewajiban 4dan‘/ atau pelanggaran: larangdn oleh
penyelenggara.

Pengadu adalah setiap | Orang‘ yang dirugikan oleh

Penyeienggara atau Pelaksana Pelayanan publik

sebagai akibat tidak dilaksanakan kewajiban dan/atau
dilanggarnya larangan atau pemberian pelayanan yang
tidak sesuai dengan standar pelayanan. |
Konsultasi adalah mekaniéme interaktif antara
pemb_eri layanan tdan pengguna layanan untuk
menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau
pada saat pelayanan diberikan. |

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis

pelayanan baik yarig merupakan gagasan/ide kreatif

orisinil  dan/atau  adaptasi/modifikasi  yang

memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan
pengelolaan dalam  pemberian pelayanan yang-

dilaksanakén dalam satu tefnpat dan dikontrol oleh

sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, .

m'empercepat, dan mengurangi biaya.
Kode Etik Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut

Kode Etik adalah aturan, norma, pedoman sikap,

perilaku,‘perbuatan; tulisan dan ucapan, serta hak

dan kewajiban yang wajib dipatuhi dan dilaksanakah

oleh Kepala Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan

Publik dalam menjalankan tugas-tugas ‘pelayanan

kepada pengguna layanan.



- 31

32.

33.

34.

35.

36.

Pelayanan Berjenjang  adalah ‘penYele‘nggaraan[V X

- pelayanan yang diiaksanakan secara bertingkat dengan

meriyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan
pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan

dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan

‘ proporsmnahtas

Desa - adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk |
mengatur  dan mengurus urusan pemermtahan
kepentingan ~masyarakat. setempat  berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayahan Minimal Desa yang selanjutnya
disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan y!ang merupakan urusan Desa yang
berhak d1peroleh setlap masyarakat Desa secara

minimal.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP

adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas
penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa
dan/atau pelayanan a’dmiriistrasi yang merupakan
perluasan fungsi pelajranah' terpadu baik pusat
maupun ~ daerah, - “serta - pelayanan
BUMN/BUMD/swasta’ dalam rangka menyediakan
pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, arnan, dan
riyaman.’ , | S | '

Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi atas .

prestasi Penyelenggara atau Pelaksana Pelayanan

] Publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

dllaksanakan secara adil dan objektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disinglgkat APBN adalah rencana keuangan:
tahunan PemeriAtah Pusat yang ditetapkan dengan

undang-undang.




37.

38.

39.

40.

(2)

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

yang selanjutnya disebut APBD Prov1n51 adalah
rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Jawa-‘
Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
ProVinsi Jawa Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yarig
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang d1tetapkan dengan Peraturan
Daerah

Badan Usaha M1hk Negara yang selanjutnya dlsmgkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang ‘seluruh  atau

sebagian besar modalnyg dimiliki oleh Daerah.

Bag1an Kedua

Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Llngkup

 Pasal 2 _
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat

dan/atau  penerima layanan publik dengan

Penyelenggara dalam Pelayanan Publik.

Tujuan Pelayanan Publik adalah: _

a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jeias
tentang hak, tanggung jawab, -keWajiban, dan
kewénarigan seluruh pihak yang terkait dengan
Penyelenggara Pelayanan Publik di Daerah;

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan _Pelayanan‘
Publik yang layak dan baik sesuai dengan
asas-asas umum ‘perherintahan dan korporasi

yang baik di Daerah;

C. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum

bagi Masyarakat dalam - penyelenggaraan

 Pelayanan Publik; dan



- d. terpenuhinya penyelenggaraan | Pelayanan
Publik sesuai dengan ketentuan - peraturan

pe‘rundang—undangan; ‘

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan

SRS 0 a0 TP

[y
.

—.

-berdasarkan asas:.

kepentingan umum,

- kepastian hukum;

kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kéWajiban;

keprofesionalan;

- partisipatif;

persamaan perlakuan/tidak _diskriminatif ;
keterbukaan; | k

akuntabilitas; ‘

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
ketepatan waktu; dan |

kecepatan, kemudahan, dari keterjangkauank.k

Pasal 4 | ,

Ruarigr lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini,

meliputi: | _ ' |

a. ruang lingkup Pelayanan Publik;

b. Pembina, Penanggung jawab, dan  organisasi

| Penyelenggara; |

c. MPP; o

'd, kerja sama Penyeienggara dan | 'penyellenggaraan’
Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa; '

e. hak, kewajiban, dan larangan; |

f. penyusunan, kpenetapan,’ maklumat, dan penerapan
pelayanan; o L
pemanfaatan teknologi informasi;

h. pemantéuan dan evaluasi;

i. peran serta Masyarakat;

j. p’er‘lgavx}zasan; | |

k.

penyelesaian pengaduan; dan



1. ketentuan sanksi. -

BABL
RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

_ Pasal 5 o :
Ruaﬁg lingkup pengaturan Pelayanan PUblik,' rn‘eliputvi} jénis:
a. pélayanan barang publik; ‘ |
b. pelayanan jasa publik; dan

c. pelayanan administratif.

Pasal 6

Pelayanan bafang publik sebagaimana dimaksud dalam B

Pasal 5 huruf a, meliputi: -

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang
dilakukan oleh instansi Pemerintah dan/atau Perangkat
Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD;

b. pengadaan = dan penyaluran barang publik yang .

dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya
 sebagian . atau seluruhnya bersumber dari kekayaan,
‘Daerah yang dipisahkan; dan |
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang
- pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan
usaha yang modal pendiriannya = sebagian = atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan, tetépi ketersediaannya menjadi misi
Daerah, yang dite‘tapkan‘ sesuai ketentuan peraturan

‘perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b, meliputi: _
a. penyediaanf jasa publik oleh instansi Pemefintéh
Daerah yang sebégian atau  seluruh ‘dananya
bersumber dari APBD;



(2)

(3)

(1)

b. penyediaan jasa publik -oleh suatu padan usaha
yang modal pendiriahnya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan Daerah yang dipis‘ahkan;':
dan : ’

c. penyediaan jésa publik yang pembiayaarinya tidak

bersumber dar1 APBD atau badan usaha yang

"modal pendmannya sebag1an atau seluruhnya
bersumber l;dan kekayaan Daerah -dan/ atau
kékayaan j)aerah yang »dipi‘sahkan, tetapi
ketersediaanhya merijadif misi Daerah yang
ditetapkan dalam ketentuan  peraturan
V pemndang—lindangan.
Pelayanan jaisaiE publik sebagaimana dimaksud pada |
ayat - (1.) dapat disediakan Pelayanan Berjenjang
~berdasarkan kelas pelayanan untuk memberikan
pilihan kepada Masyarakat 4
Pelaksanaan Pelayanan Berjenjang  sebagaimana
dimaksﬁd pagia_ ayat (2) wajib memperhatikan |
prinsip keadilan, 'proporsibnalitas, dan tidak
diskriminatif flsesuai dengan ketentuan ‘. peraturan

: pemndang~un(iangan.

[ Pasal 8 :
Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf c¢ merupakan pelayanan oleh

R Penyelenggara yang menghasilkan berbagai prdduk,

(2)

‘dokumen resmi; yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

Pelayanan adm1n1strat1f sebaga1mana dimaksud pada:

ayat (1), mehpu‘itl. | |

a. tindakan a;dminiStratif P_erh.erintah Daerah  yang
diwajibkan oleh negara dan diatur dalam ketentuan
peraturan }xperundang undangan dalam rangka
mewujudkan perlindungan  pribadi, keluarga,

keho:matar,{, martabat, dan harta benda;

i

|
|
|
|
!
8
i
|
i



(3)

“

(5)

b. tindakan admihistratif oleh'inst'ansi non Pemerintah

yang d1waJ1bkan oleh negara dan diatur dalam
. peraturan perundang-undangan, serta. d1terapkan-

berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
Tindakan admi}glistratif ~oleh instansi Pemerintah
]jaerah sebagairrfw.ana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diselenggarakan fdalam bentuk pelayanan pemberian
dokumen berupa per1zman dan non penzman |
Dokumen berupa perizinan  dan non perlzman
sebagaimana d1rnaksud pada ayat (3) -merupakan
keputusan adm1n1stra51 Pemerintah Daerah bersifat

: penetapan

‘Perizinan dan non perizinan sebagalmana dimaksud

- pada ayat (4) |diselenggarakan melalui Penanaman

'Modal dan ‘Pel}ayanan Terpadu Satu Pintu sesuai

o | )
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘Pasal 9

- Ketentuan lebih lanjpt mengenai ruang lingkup dan rincian

jenis  Pelayanan i’ublik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

(1)

(2)

BABIII

PEMBINA PENANGGUNG JAWARB, DAN ORGANISASI

PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Pembina dan Penanggungjawab

Pasal 10

Bupati selaku pemblna penyelenggaraan Pelayanan

Publik di Daefalh.

Pembina sebdgaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melakukan pembinaan,

, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

penanggung jawlfab. |
~ |

|
|



(1)

- adalah Sekretarlsj Daerah atau pejabat yang d1tunJuk

(2)

(1)

(3)

‘Pembina sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)

'berkewapban melaporkan penyelenggaraan Pelayanan

Publik kepada DPRD dan Gubernur Jawa Tengah.

g ~ Pasal 11
Penanggung Jawab penyelenggaraan Pelayanan Pubhk

oleh pembina.
Penanggung jav&{rab sebagalmana d1maksud pada"

ayat (1), mempunya1 tugas sebagai berikut:

©oa. mengkoord1nas1kan kelancaran penyelenggaraan

Pelayanan Pubhk sesuai dengan standar pelayanan
pada setiap Perangkat Daerah;
b. melakukan evaluas1 penyelenggaraan Pelayanan
| Publik; dan { | ’
c. melaporkan f kepada  pembina  pelaksanaan
penyelenggar;aan Pelayanan Publik di Daerah.
' Bagian Kedua

2
Organisasi Penyelenggara

|
|
|

| Pasal 12
Perangkat Daergh beserta unit pelaksana teknis di

lingkungannya {dan BUMD merupakan Organisasi

|
1
i

Penyelenggara.

- Organisasi Penyelenggara o berkewajiban

menyelenggarakan Pelayanan Publik.
Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), me11put1 ‘
pelaksanaan pelayanan

. ‘pengelolaan pengaduan Masyarakat
pengelolaan 1nformas1

pengawasan 1=nterna1,
penyulﬁhanﬁepada Masyarakat; dan

|
pelayanan konsultasi.

e o0 TP




(4) Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD,

mempunyai tugas sebageu berikut:

oA mengkoord1nas1kan ‘kelancaran penyelenggaraan

(1)

@

(1)

Pelayanan Publik di lingkungan Perangkat Daerah
“dan BUMD sesuai standar pelayanan; ‘
b. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan

~ Publik; dan

c. melaporkan ‘penyelenggaraan Pelayanan Publik di
‘ 11ngkungan Perangkat Daerah dan BUMD yang

o bersangkutan kepada pembina.

BABIV
MAL PELAYANAN PUBLIK

~ Pasal 13

Dalam rangka ~ mewujudkan  penyelenggaraan

~ Pelayanan Publik yang cepat, inudah, terjangkau,

‘aman, dan nyaman, dilakukan pengintegrasian

Pelayanan Publik pada MPP. ‘
MPP sebagaimana di maksud pada ayat (1),

- mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. memberikan ~ kemudahan, kecepatan,
keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan'
kepada  masyarakat dalam ~ mendapatkan

pelayanan; dan | ’

b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan -

kemudahan berusaha.

Pasal 14

MPP  sebagaimana dimaksud dalam Pasal . 13

‘diselenggarakan oleh  Perangkat Daerah ‘yang

menyelenggarakan  urusan Pemerintahan bidang

Penanaman Modal dkan‘ Pelayanan ’Terpa'du Satu Pintu.

Ruang lingkup MPP, meliputi seluruh p‘elayanan'

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan

'Pemerintah,_Pusat,‘ Pemerintah Prévinsi, dan Daerah,

serta pelayanan BUMD/BUMD/ swasta.



(2)

(3)

Pasal 15

Péfan-gkat Daerah sebégaimana di_maksud dalam

VP‘asal 14 ayat (1) mengikutsertakan pelayanan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah. lainnya,
serta pelayanan BUMN /BUMD/ swasta.

Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh'
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah lamnya |
BUMN/BUMD/swasta berdasarkan kesepakatan yang '
dltuangkan dalam Nota Kesepahaman o
Nota Kesepahaman sebagaimana dlmaksud pada

ayat (2) ditindaklanj\uu dengan perjanpankerja sama

para pihak dalam rangka penggunaan dan

pemanf.'aatan' sumber daya, termasuk penggunaan

ruangan = dalam gedung dan sarana prasarana

‘dan/atau fasilitas yang ada.

Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung
dan sarana prasarana dan/atau fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- Ketentuan lebih lanjut. mengenai MPP sebagaiman'a

dimaksud dalam Pasal 13 sampa1 dengan Pasal 15 diatur

dalam Peraturan Bupati.

W

BAB YV
KERJA SAMA PENYELENGGARA

Pasal 17

Kegiatan teknis operasional pelayanan dan/atau
pendukung pelayanan dapat dllakukan kerja sama

antar Penyelenggara.



(2)

‘Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup

kewenangan dan ftugas Peléyanan Publik tidak dapat
dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya

dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat

~ meminta bantuan kepada Penyelenggara lain yang

~mempunyai kapasitas memadai.

o)

Pasal 18
Penyeylenggara’ dapaf melakukan kerjak sama dalam
bentuk pényerahan sebagian tugas penyelenggaraan
Pelayaﬁan Publik kepada pihak lain,,dengah ketentuan

sebagai ‘berikut}:

a. perjanjian kerja sama pehyelen’ggaraan Pelayanan -

Publik dituangkan sesuai dengan ketentuan
pératuran perundang-undangan‘ dan dalam
pelaksanaannya didasarkan pada standar
pelayanan; ' - |

b. PenYelenggara berkewajiban = menginformasikan

perjanjian kerja sama kepada masyarakat;

. C. tanggung jawab. pelaksanaan kerja sama berada

pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung
jawab peﬁyelenggaraan secara menyeluruh berada

- pada Penyelenggara,;

d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas

Pehyelenggara‘ sebagai penanggung jawab kegiatan |
harus dicantumkan olehk Penyelenggara pada
tempat yang mudah diketahui masyarakat; dan

e. Penyelenggara dan - pihak  lain harus
mencantumkan alamat tempat mengadu -dan
sarana untuk menampung keluhan masyarakat
yeing mudah diakses, antara lain telepon, pesan
layanan singkat (short message serviCe/ sms), laman
(website), pos-¢l (e-mail) dan kotak pengaduan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -

berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(3)

®)

(1)

(2)

@)

@

'Kérja‘ sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan -

ayat (2) tidak membebani Masyarakat.

Pasal 19
Dalam rarigka meningkatkan eﬁs_iensi dan efektivitas

Pelayanan  Publik, Pemerintah ‘Daerah  dapat

- melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa.
(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis
operasional pelayananv dan/atau  pendukung
pelayanan. - - | ,

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayét (1) dilakSanakan ~sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. »

| Pasal 20 | |
Dalam rangka pelaksanaan penugasan - sebagian

pelaksanaan wurusan Pemerintahan yang menjadi

keWenangan Pemerintah Daerah kepada Desa :
- dilakukan penyederhanaan Pelayanan Publik.

_Pelaksanaan penugasan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1). merupakan penugasan sebaglan pelaksanaan

‘urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
Penugasan kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dllaksanakan dengan
rriemperhatikan:’ |

a. kemampuan sumber daya manusia di Desa;

b. selektivitas dalam pelakSanaan§ dan

c. sarana dan prasaranapendukung.

Ketentuan . lebih lanjut =~ mengenai - persyaratan:

- penetapan Desa yang _diberikan penugasan - dan

penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur  dalam

Peraturan Bupatl




(1)

(2)

(3)

)

(7)

BAB VI
PELAYANAN PUBLIK DI DESA

' Pasai 21

Pemerintah ‘DeSa berfanggung jawab mewujudkan

penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat -

secara terbuka, efektif, dan efisien. ‘
Pelayanan Publik sebagalmana dimaksud- pada

ayat (i), meliputi pelayanan atas barang publik, jasa

publik, dan administrasi publik kepada masyarakat

sesuai dengan kewenangannya.

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pkada ayat (2)

dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha ‘Milik Desa
dan/atau lembaga lain yang sumber pembiayaan
kegiatannya befasal baik sebagian ataﬁ seluruhnya -
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam rangka mendekatkan dan mempermudah
Pelayanan Publik yang terbuka, efekt1f ‘dan efisien,
sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa

menerapkan SPM Desa.

SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. mendorong  percepatan  pelayanan = kepada
inasyarakaf; |

b. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai

kewenangannya secara prima; dan

“c.. sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja

Pemerintah Desa.
Ketentuan lébih lanjut mengenai penetapan SPM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Bupati.
DaIam rahgka mewujudkan penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Desaxrsecara terbuka,‘ efektif, dan

efisien, Pemerintah Desa dapat menetapkan Peraturan

 Desa.



&

BAB VII ,
" HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelcriggara

. Paéal 22

Penyelenggara memiliki hak, sebagai berikut:

La.

‘memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang
bukan tugasnya; i | :

. melyékukan kerja sama;

mempunyai - anggaran pembiayaan penyelenggaraan
Pelayanan Publik; | ‘ | ‘

melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan :
tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam

penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

menolak permintaan pelayanan yang bertentangan

dengan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 23

Penyelenggara mempunyai ke‘waji‘ban', sebagai berikut:

a.
b.

menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

menyusun, menetapkan, dan  mempublikasikan

maklumat pelayanan; |
menempatkan‘ pelgksana yang kompeten;

menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

Pelayanan Publik yang mendukung terciptanya iklim

pelayanan yang memadai;

. memberikan pelayanah yang'berkualitas sesuai dehgan
~ asas penyelenggaraan Pelayanan Publik; |

~melaksanakan pelayanan sesuai = dengan = standar

pelayanan; , ,
berpartisipasi ~ aktif dan  mematuhi  peraturan

perundang-undangari | yang  terkait dengan

" penyelenggaraan Pelayanan Publik;

memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan

yang diselenggarakan;



‘membantu masyarakat dalam memahami hak dan
tanggung jawabnya; B

. bertanggung jawab dalam pengélolaan Organisasi
| penye_lenggéra Pelayanan Publik; '
memberikan‘ pertanggungj awaban sesuai dengan hukum
yang - berlaku - apabila mengundurkan diri atau
melepaskan tarig’gung jawab atas posisi atau jabatan;
dan | ‘
memenuhi ‘panggilan atau mewakili Organisasi untuk
hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan
hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembéga negara atau inétansi Pemerintah yang berhak,
- berwenang, dan sah s.esuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Pelaksana

Pasal 24

 Pelaksana mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan
penugasan yahg diberikan oleh Penyelenggara;
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan .
pelayanan sesuai dengan ketentuan . peraturan
p}erundar;gﬁ‘—"uhdanga‘n; | | ‘
memenuhi panggilan' untuk hadir atau melaksanakan
perintah = suatu tindakan hukum atas permintaan
pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau
insténsi Pemerintah yang berhak, berwenang, d'an"
sah sesuai dengan - ketentuan =~ peraturan
perundang-undangah; i

membe}rikan pertanggungjawaban apabila
mengundurkan diri atau  melepaskan tanggungr
jawab - sesuai dengan ketentuan peréturan
perundang-undangan; dan .

. .melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan

dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.




Pasal 25

Pelaksana:dilarang:

a.

a.
b.

C.

merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi

‘usaha bagi pelakséna yang.f berasal dari lingkungan

instansi Pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;

.. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai

alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai 'de‘ngan' .
ketentuan peraturan perundang—undangan;

menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara;
membuat perjanjian kerja sama dengan pihak }lain tanpa -

persetujuan Penyelenggara; dan

-melanggar asas penyelenggaraan Pelayanan Pubhk

Bagian Ketiga -
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

» Masyarakat mempunyai hak, sebagai berikut:

mengetahui kebenaran isi Standar Pelayanan'

mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan;

mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang
diajukan; | o
. mendapat advokasi, - perlindungan,  dan/atau -

pemenuhan pelayanan;

memberitahukah_ kepada Pimpinari Penyelehggara

~untuk memperbaiki pelayanan, | apabila pelayanan yang-

diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan
memberltahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki
pelayanan apablla pelayanan yang d1ber1kan tidak

sesuai dengan Standar Pelayanan

_mengadukan pelaksana yang melakukan penyirhpangan

Standar Pelayanan dan/'atau tidak memperbaiki
pelayanan kepada Penyelenggara dan Ombudsman,

mengadukan Pényelenggara' yang melakukan
penyimpangan Standar Pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada pembma Penyelenggara

dan Ombudsman dan



1.

mendapat 'pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 27

Masyarakat mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

a

(1)

(4)

. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana

dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan;

ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana,
‘dan/atau fasilitas Pelayanan Publik; dan

bérpértisipési aktif dan mematuhi peraturan yang

terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik.,

; BAB VIII
PENYUSUNAN PENETAPAN, MAKLUMAT PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN, DAN PELAYANAN' KHUSUS .

Bagian Kesatu

Penyusunan Standar Pelayanan :

Pasal 28 ‘

Penyelenggara wajib menyusun Standar Pelayanan.

~ Penyusunan Standar Pelayanén sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) didahului dengan peny1apan
rancangan Standar Pelayanan. | |
Penyelenggara dalam menyusun fancangan Standar
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
'men’gikutsertakaAr‘l maéyarakat dan pihak terkait.
Penyusunan » rancangan . Standar  Pelayanan "
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)k mengacu pada
ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam‘

peraturan perundang- undangan

Hasil pembahasan rancangan Standar Pelayanan' '

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara penyusunan Standar Pelayanan
dengan dilampiri daftar hadir dan tanda tangan

peserta rapat.




(6)

(1)

Rancangan Standar Pelayanan Sebagafmana dimaksud

pada ayat (1), paling sedikit memuat komponen sebagai
“berikut: S |

a. ' dasar hukﬁm; ‘
b. persyaratan;
sistem, mekanisme, dan prosedur;
. jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif;

. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

C
d
e
L prbduk' pelayanan;
g
h

. kompetensi Pelaksana;
i. pengawasan internal;
j.  penanganan pengaduan. saran, dan masukan;

k. jum'lah' Pelaksana;

L jaminan pelayanan yang memberikan kepastian

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar
 Pelayanan; | ' s

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
dalam bentuk komitmen untuk memberikan
rasa aman, bebas  dari bahayé, dan risiko
keragu-raguan; dan

n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 29
Penyusunan lRanc'angan /Standar Pkelayanan,‘ terdiri |
atas: | |
a. Komponenn' standar pelayanan yang terkait dengan
‘ proSes pényafnpaian peléyanan (serviée‘ delivery),

meliputi: ' |

persyaratan,;
| sistem, mekanisme, dan prosedur;
jangka waktu pelayanank;
biaya /tarif; | |

produk layanan; dan

BT L o I e

- penanganan pengaduan, saran, dan masukan.




(1)

(1)
(2)

(3)

b. Komponen standar pelayanan yang terkait’de’ngan_‘
proses = pengelolaan  pelayanan  di internal

 Organisasi (manufacturmg), mehputl |

dasar hukum; | '

sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;

.. kompetens1 pelaksana

| pengawasan 1nterna1

‘jumlah pelaksana;

jaminan pelayanan,;

ﬂ@‘@%wpr

jaminan keamanan dan  keselamatan
' pelayanan; dan
8. evaluasi kmerJa pelaksana

Teknik penyusunan rancangan Standar Pelayanan

dilaksanakan berpedoman -pada ketentuan peraturan

; perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Standar Pelayanan

Pasal 30
Penyelenggara wajib melakukan penetapan Standar
Pelayanan. .
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Standar
Pelayanan sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Maklumat Pelayanan

. Pasal 31
Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan
Maklumat Pelayanan.r
Maklumat Pelayanan harus kdipublikasikan - melalui
media yang mudah diakses Masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pénetapan Maklumat
Pelayanan sebagaimaha di méksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupaﬁ.



@

. ‘3031a11sa51 isebaga1mana d1maksud pada ayat (3) diatur

Bag1an Keempat

Penerapan Standar Pelayanan o

'Pasal 32 T

‘ k'Penyelenggara Wajlb menerapkan Standar Pelayanan
,Penerapan Standar Pelayanan sebagalmana d1maksud

E pada ayat (1) d11ntegra31kan ke dalam ,

a. perencanaan prograrn

b. penganggaran, .

c. pelaksanaan dan
d. pemantauan dan evaluas1 has11 penyelenggaraan

pelayanan

| Proses penerapan Standar Pelayanan mehput1
A 1nternal1sa31, dan '

‘b. so 51a11sas1

Ketentuan lebih lanjut mengena1 1nternahsas1 dan
dalam Peraturan Bupati. -

Bagian Kelima

Pelayanan Khusus 5

Pasal 33

Penyelenggara waJ1b memberlkan pelayanan dengan

perlakuan khpsus ‘kepada masyarakat tertentu sesuai

o "'dengany ketentuan peraturan kperundang—undangan

@

Ma‘sy.arakat ~ tertentu sebaga1mana d1maksud pada

vayat (1), mehput1
a. penyandang dlsablhtas

~ b. lanjut usia;

- ¢.-perempuan hamil;

d. anak; dan

e. korban bencana

Pelayanan dengan perlakuan khusus sébagaimana

o dlmaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Coa. sarana dan prasarana khusus

b pr1or1tas pelayanan dan/ atau



@

NG

' terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik

“C. bentuk kekhususan lam yang d1tetapkan oleh

o Bupat1

Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebageumana

dlmaksud pada ayat (1) d1kena1 sanks1 sesual dengan -

< ketentuan peraturan perundang undangan. o

BAB IX

SISTEM INFORMASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI o

Baglan Kesatu

Slstem Informas1 Pelayanan Pubhk

’ Pasal 34

Dalém 'rangka memberlkan dukungan iinformaéi

o dlselenggarakan S1stem Informa31 di Daerah.

@

Slstem Informa31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) :
berisi semua 1nforma31 Pelayanan Pubhk yang berasal

dari Penyelenggara di Daerah.

‘ Penyelenggara berkewajlban ‘ mengelola " Sistem
Informam yang terdm atas s1stern 1nformas1 elektromk -

atau non elektromk pahng Sedlklt mel1put1 o

a. proﬁl Penyelenggara
b. proﬁl Pelaksana

C. Standar Pelayanan

: d. Maklumat Pelayanan

e. pengelolaan Pengaduan dan .

f. pen11a1an kmerJa

Penyelenggara berkewapban menyed1akan Informasx
;Mi‘pahng sedikit sebagalmana dimaksud pada ayat (3)
kepada masyarakat secara - terbuka ~dan ~mudah’

f 'kdriaks‘es. S



j Baglan Kedua

. Pemanfaatan Teknolog1 Informa31

Pasal 35  = |

 Untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi "
-Pelayanan Pubhk Penyelenggara dapat memanfaatkan .
',‘teknolog1 InformaS1 ' o : |
Penyelenggara memberlkan kemudahan akses bagi
: masyarakat terhadap pemanfaatan teknologl Informa31 ;

.~ yang ~dlsed1akan ,‘sesualb vketentuan peraturan s

perundang—undangari; ‘

‘Pemanfaatan teknolbgi Informasi " sebagaifﬁana |
g dim‘étksud‘ pada ayat (1) di‘(laksanakanydgengan tetap

‘v'memperhafikan kondisi - dan - enjainin akses

Pelayanan Pubhk bag1 masyarakat di Daerah.

»;‘Ketentuan lebih 1anJut mengena1 pemanfaatan
tekhologi Informasi sebaga1mana | dlmaksud pada

ayat (1) 1) diatur dalam Peraturan Bupat1

L

 BABX |
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 36

»,Bupat1 menetapkan Kode Et1k Pelayanan Pubhk

' sebaga1 pedoman bag1 Penyelenggara dan Pelaksana

Pelayanan Pubhk di- Daerah dalam bersikap,

,‘_ bertlngkah laku dan berbuat dalam melaksanakan

Pelayanan Publik. -

. Kode Etlk Pelayanan Pubhk sebagaumana dlmaksud e

pada ayat (1), mempunya1 tuluan sebagal berlkut
a. menjaga martabat kehormatan ~dan citra
Penyelenggara : serta" o 'sebégai f ‘bentuk -
: ;profes1onahsme sumber daya manus1a Pelaksana |
: Pelayanan Pubhk dalam melaksanakan tugas dan

B kewapbannya kepada masyarakat, dan ‘



©

(1)

(2)

HE

~ b. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik

yang = prima, _berkualitas; ' véepat,, ;mudah,
terjangkau, dan terukur oleh Pemerintah Daerah
yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi,
kolusi, dan nepbfisme, serta tidak diskriminatif.
Ketentuan lebih lanjuf mengenai Kode Etik Pelayanan
Publik sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

. BAB XI o
- PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37
Penyelenggara  melaksanakan  pemantauan dan
evaluasi pada Perangkat Daerah selaku Organisasi

Penyelenggara secara berkala dan berkelanjutan.

‘Berdasarkan hasil pemantauan dan . evaluasi,

Penyelenggara  melakukan ‘upaya  peningkatan
Pelayanan Publik. :
Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan:
a. analisis dokumen; |

b. survei kepuasan masyarakat;

c. wawancara; dan

d. observasi .

Ketentﬁan lebih lanjut = mengenai peiaksanaan

pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada -

ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Peran- serta masyarakat dalam penyelenggaraan

' Pelayanan Publik dimulai sejak penyusunan Standar

Pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian

penghargaan.




@

3)

Q)

(2)

(1)

(2)

Peran serta masyarakat sebagaimana ‘dirriaksud pada

ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama,

“pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta

péran aktif dalam penyuSunan kebijakan Pelayanan
Publik.

, Masyarakat dapat ,'membentuk‘ llér.n:baga pe’ngawasan

- Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan -

perundang-undangan. -

- Pasal 39

Perwujudan peran serta masyarakat sebagaimana

‘dimaksud dalam Pasal 38 adalah setiap Penyelenggara

Pelayanan Publik dapat melakukan forum Konsultasi
Publik. L o -

Penyelenggaraan forum Konsultasi Publik sebagair‘nana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peramran perundang—undangan.

- BABXIII -
INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 40
Dalam rangka mehingkatkaﬁ kinérja penye‘lenggaraan
Pelayanan' Publik  di Daérah, Penyelenggara -
m‘engembangkan dan menerapkan Inovasi: Pelayanan
Publik. | |
Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Inovasi .k dalam penyediaan
pelayanan _kepada masyarakat yang mezliputi proses .
pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi'
jenis dan bentuk barang/jasa publik. -
Inovasi Pelayanan Publik diselenggarakan berdasarkan
prinsipf - B |
a. peningkétan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;

c. perbaikan kualitas pelayanan,




@

. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
berorientasi kepada kepentingan umum,;
~dilakukan secara terbuka; -

memenuhi nilai kepatutan dan

R om0 oA

. dapat d1pertanggung]awabkan hasﬂnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri. ‘ ' ‘
Kriteria Inovasi Pelayanan Pubhk meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebag1an.
unsur dari Inovasi Pelayanan Publik; |
b. memberi  manfaat bagi Daerah - dan/atau

masyarakat;

c. tidak  mengakibatkan pembebanan ~dan/atau f

vpembatasan» pada masyarakat yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan;

d. merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi

(5)

(1)

(2)

kewenangan Daerah; dan
e. dapat bereplikasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Inovasi Pelayanan

Publik sebagaimana dimaksud pada ayat} (1') diatur

~ dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 41 ,

Bupati dépat memberikan Penghargaan = kepada
Penyelenggara yang dinilai mer’riiliki kinérja Pelayanén
Publik terbaik berdasarkan kriteria yang ditefapkan.

Penghargaan - sebagaimana dirriaksud pada ayat (1)
bertujuan memberikan acuan, motivasi? dan penilaian
terhadap Kinerja Pelayanan Publik yang dilakukan oleh
Penyelenggara untuk meningkatkan kualitas

Pelayanan Publik. -



(3)

®)

(1)

@

Kriteria penilaian sebagaimana. dimaksud pada-

ayat (1), didasarkan pada: '

a. aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; |

b. ketersediaan petugas yang siaga; dan

c. kepatuhan péjabat,‘ pegawai, dan pelaksana.
terhadap Standar Peléyanan masing—masingbidang

pelayanan dan Kode Etik yang ditetapkan.

'Dalam rangka  pemberian  Penghargaan  bagi

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati ~membentuk  Tim Penilai Pemberian
Penghargaan. | '

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata Caré
dan Tim Penilai Pemberlan Penghargaan Pelayanan

Publik diatur dalam Peraturan Bupat1.
BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 42

Pengawasan penyelenggaraan Pelayanan  Publik

dilakukan oleh | pengawas ‘internal dan pengawas

.eksternal."

Pengawasan internal penyelenggaraan - Pelayanan
Publik sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dilakukan

melalui:

‘a. pengawasan |oleh Atasan langsung sesuai dengan

- ketentuan pefatufan perundang-undangan; dan

~ b. pengawasan| oleh pengawas fungsional sesuai

dengan ketentuan per’aturan'perundang?undangan.
Pengawasan eksternal " Penyelenggaraan ‘Pelayanan‘
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh: I | -
a. masyarakat;
b. DPRD; dan -

c. Ombudsman.



| BAB XVI

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

(1)

(2

(2

- (3)

(4)

P};agian Kesatu

‘Pengaduan

Pasal 43

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan

~ Pelayanan Publik kepadaPenvyelenggarav, Oymb;udsman,

dan DPRD. |

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

dilakukan ‘terhad_ap: , ;

a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban
‘dan/atau melanggar larangan; dan |

b.'Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak

- sesuai dengan Standar Pelayanan

Pasal 44

 Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

diajukan oleh Setiap Orang yang dirugikan atau oleh
pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.

Pengaduan " sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak Pengadu mener1ma pelayanan.

.Pengaduan disampaikan secara tertulis, paling sed1k1t

memuat:

a. nama dan alamat lengkap,

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar
Pelayanan dan uraian kerugian materiil -atau

-~ immateriil yang diderita;

c. | permintaan penyelesaian yang diajukan; dan

d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

Péngadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi

dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud

padaL ayat (3).




(S)

(1)

@)

Dalam keadaan tertentu, nama daﬁ identitas Pengaduk

dirahasiakan.

Pasal 45

Pengaduan sebagaimana‘ dimaksud dalam Pasal 44

ayat (3) disertai dengan bukti sebagau pendukung'

pengaduannya

Dalam hal Pengadu membutuhkan dokumen terkait

- .dengan pengaduannya: dari penyelénggara dan/ atau

K&

(3)

pelaksana = untuk = mendukung pembuktian
sebagaimana_ dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara dan/atau pelaksana berkewajiban
memberlkannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 46 ,
Penyelenggara wajib memberikan tanda terima

Pengaduan.

Tanda terima pengaduan‘ sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling sedikit memuat:

a. identitas Pengadu secara lengkap;

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar
Pelayanan;. t | | »

c. tempat dan Waktu penerimaan Pengaduan; dan

d. tanda tangan serta nama pejabat /pegawai yang
menerima Pengaduan. | ‘

Penyelenggara wajib menanggapi | Pengadﬁan

masyarakat paling lambat- 14 (empat belas) hari

‘terhitung sejak Pengaduan diterima.

" Dalam hal materi aduan tidak lengkap,v‘ Pengadu

melengkapi materi ad_uanﬁya paling lambat 30 (tiga

- puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari

Pényelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak

" Penyelenggara.



(5)

(1)
@

@

Dalam hal berkas Pengaduan tidak dilengkapi dalam
waktu sebagaumana dlmaksud pada ayat (4), Pengadu

dlanggap mencabut pengaduannya

Pasal 47

'Pengaduan terhadap Pelaksana dltujukan kepada'

Atasan Pelaksana.

Pengaduan terhadap Penyelenggara d1tuJukan kepada
Atasan Satuan Kerja Penyelenggara ‘

Pengaduan terhadap Penyelenggara yang berbentuk

korporasi dan lembaga independen ditujukan kepada

. pejabat  yang bertanggung jawab pada instansi

(1)

(2)

(4)

Pemerintah yang memberikan misi atau penugasan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Pengaduan

Pasal 48
Penyelenggara Wajib © “memeriksa Pengaduan
masyarakat. | '

Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan

. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan’g'—undan.gan. | ‘

Dalam memeriksa materi -Pengaduan, Penyelenggara
harus berpedoman pada prinsip independen, non

diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut

- biaya.

Dalam hal Pengadu keberatan dipertemukan derigan
pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat
mengancam atau merugikan. kepentingan Pengadu,

dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah.



@

‘pengadu menguralkan keruglan yang dltlmbulkan ST

akibat pelayanan yang t1dak sesua1 dengan standar“

pelayanan

, Pasal 49 ;
| Dalam hal melakukan pemenksaan maten Pengaduan
: Penyelenggara waJ1b rnenjaga keraha31aan
Kewapban S menjaga | keraha31aan v sebaga1mana~: ’
idir.naks'ud’~pada ayat (1) tidak ‘gugur setelah pimpinan
«Pényvélje'ngugara ‘fberhgnti ataq" d’iberhen‘ti'kanf dari

‘jabatannya.

, Pasal 50 B
Penyelenggara wapb member1kan keputusan atas hasﬂ

pemerlksaan Pengaduan sebagalmana dimaksud dalam

‘Pasal 48 dan Pasal 49 dalam waktu pahng 1ambat 60 -

~ (enam puluh) har1 terh1tung sejak berkas Pengaduan

@)

dinyatakan lengkap

_Keputusan sebagaumana d1 maksud pada ayat (1) harus

‘ dlsampa1kan kepada p1hak Pengadu paling . lambat 14

@)

@

: (empat belas) hari terhitung seJak diputuskan.

Dalam hal pengadu menuntut ganti rugl keputusan

, sebagaiména di maksud pada\ay-avt'(l) memuat Jumlah. &

~ganti rugi dan batas waktu pembayarannya

Penyelenggara harus menyed;akan anggar'anr guna

membayar gant1 rug1

Mekanisme dan ketentuan pembayaran gantl rugi

- sebagaimana d1maksud pada ayat (3) dan ayat )

;dllaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

| kperundang—undangan

Pasal 51

| Ketentuan leb1h IanJut mengena1 mekanlsme tata cara, dan

| : penyelesa1an Pengaduan sebagalmana dimaksud dalam

,'Pasal 45 sampa1 dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan

Bupati.

Dalam hal pengadu menuntut gant1 rugi' pihak"



w

BAB XVII
~ 'SANKSI ADMINISTRATIF
| lPasél‘SQ" | S, ,
Penyelenggara _atau  Pelaksana yang melanggar“'

ketentuan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 23

‘,Pasal 24 Pasal 25; Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3), Pasal 30 ayat (1) Pasal 31 ayat (1), Pasal 32

‘ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46

i ;‘ay'at‘ (1) dan éyat (3), Pasal‘ 48 'ayat ‘(1)' ‘Pasal 49

7 'ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),  i

S d1kenakan sanks1 admmlstratlf berupa

permgatan lisan; -
perlngatan tertuhs _
: ﬁpenundaan kena1kan pangkat
penurunan pangkat
ffmutas1 jabatan; _
Vpembebasan tugas dan Jabatan dalam ‘waktu
‘tertentu : L ;
g. pemberhen“cian”, dengah : "horr’nét" tidak  atas

. permintaan sendiri; dan"/ atau .

‘h.. pemberhentlan tidak dengan hormat.

Set1ap Orang yang melanggar ketentuan sebagalmana[

, d1maksud, ‘dalam : Pasal 27 d1kenakan; sanks1 ‘

- administratif berupa:

~ a. peringatan lisan;

R

. peringatan tertulis;

b
“C. denda adm1n1stras1 dan/ atau
d

. pencabutan izin /fasﬂltas yang menJad1 kewenangan\

\ Pemermtah Daerah

‘ - Pasal 53 : ;
Sank31 bag1 Penyelenggara sebaga1mana dlmaksud |

dalam Pasal 52 ayat (1) dlkenakan kepada Atasan

' Satuan Kerja Penyelenggara



' (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dim_’aksud‘; pada
ayat (1) dilakukan oleh Atasan Satuan Kerja |
Penjfelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan i
Pelayanan Publik sesuai dengan ketentlian peraturan
perundang-undangan. | o e .

(3) Pelanggaran = yang dilak'ukan’ oleh Pcnyelenggara.

- sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) yang
" menimbulkan kerugian = wajib . dibayar  oleh
Pényelei:lggara setelah - dibuktikan niklai
ke'rugiannyai sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 54
Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang,dikenai‘ |
- sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan
- Pasal 53 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga
peradilan umum, apabila Penyelenggara melakukan
perbuatan melawan hukum dan /atau Penyelénggara

melakukan tindak pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55 |
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
Peraturan Bupati yarig 'mengatur kmengenai Pelayanan
~ Publik, dinyatak'ank masih tetapberlaku sepanjang tidak
bertenténgan deﬁgan ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini.

Pasal 56
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
ini harus ditetapkan paling lambat 1’ (satu) tahun terhitung ’

sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 57 v ,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku - 'pada ‘tanggal

~ diundangkan.

Agar Setiap- Orang mengetahumya memerintahkan |
pengundangan Peraturan Daerah ini dengari
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
o pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

~JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Desember 2020 ;
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

' SUTARNO |
- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 5

' NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (5-325/2020) - ‘
Salinan seSuai deﬁgan aslinya

RIAT DAERAH
RARANGANYAR




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

1L UMUM v ‘
Haklkat otonomi daerah adalah pemberlan kewenangan kepada. |

‘Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi-

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan

. i"Pelayanan Pubhk dan memngkatkan daya saing Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut khusus menyangkut pemngkatan
Pelayanan Publik, maka kebljakan otonomi daerah harus dapat
menc1ptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalafn menilai kinerja
'Pemerintah' Daerah. Agar masyarakat dapat “berperan dengan baik.
Pemerintah Daerah harus terbuka (transparan) dalam berbagai hal,
sehiﬁgga pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat
(publik) menjadi objektif dan wajar. Hal ini 'selarasv dengan tujuan
‘pemberian otonomi luas kepada ‘d‘aerahk berdasarkan Undang—Undéng
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemérintahan Daerah,'sebagaimana
_telah diubah beberapa: kali terakhir dengaﬁ Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Clpta Kerja |

Berkenaan dengan perubahan paradlgma tersebut dan d1dukungk
dengan tuntutan masyarakat yang semakin kuat, merupakan tantangan
_bagi Pemerintah ﬂaerah untuk mé;nberikan pelayanan administrasi-
Pemerintahan dan pelayanan umum yanrg lebih efektif dan efisien,
paripurna’ dan transpar_an. Untuk itu diperlukan inovasi baru dalam
penjrelenggaraan Pemerintahan yahg meliputi reorientasi kélémbagaan,
»}sik_abp ‘aparatur'," dan ‘yang terpenting adalah adanya keméuan politik
(political will) dari pemberi pelayanan publik. |

Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dengan kualitas yang

‘ layak sebahknya Pemerintah wajib memastikan bahwa publik telah
mendapatkan pelayanan yang layak Untuk itu Pemerintah perlu
mengatur hubungan antar warga negara (masyarakat) sebagai konsumen
Pelayanan Publik dengan penyelenggara Pelayanan Pubhk.ter_sebut. Salah

satu bentuk perlindungan terhadap konsumen Pelayanan Publik adalah




memberi’ ruahg“ dan perhatian terhada'pk konsumen Pelayanan Publik
: ﬁntuk menyampaikan keluhannya, khususnya untuk konsumen miskin.
- Adanya mekanisme pengeloléan keluhan (complaint mechanism) yang baik
akan memberikan kontribusi yang positif terhadap ‘pemenuhan hak
~konsumen maﬁpun terhadap: perigembangan sistem Pelayanan Publik itu
send1r1 , |

Konseksuensinya, Pemerintah Daerah d1tuntut untuk leb1h mampu
memberikan pelayanan yang lebih berkuahtas, dalam arti lebih
berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan
bertanggung jawab (accountable)

"Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahu‘n‘ 2020 tentdng Cipta Kerja, maka Pemerintah Desa adalah

- Pemerintahan yang otonom dan memilikikéwenangan menyelenggarakan
P‘élayanan Publik sesuai urusah yang menjadi kewe’nangannya. Namun

. ;:‘demikian ‘sampai saat ini belﬁm ada peraturan yang mengatur mengenai
standar penyelenggaraan Pelayanan Publik d1 Desa Oleh sebab itu, dalam
Peraturan Daerah ini diatur pula mengena1 kewajiban penyelenggaraan
Pelayanan publik di Desa yang tidak ‘hanya diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa, tetapi Juga Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga"
Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan semua
ent1tas pelayanan yang-ada di Desa. ,

o Seiring dengan hal tersebut serta guna meWJudkan tata kelola
Pemermtahan Daerah yang baik Local Good Governance, dipandang perlu
adanya Peraturan Daerah sebagai‘ acuan dalam pényelenggaraan

Pelayanan Publik di Daerah.

11 PASAL DEMI PASAL
Pasayl‘l ,
§ - Cukup jelas.
Pasal 2
Sy Cukup jelas.
}Pasal 3
| Huruf a v
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan'umum” adalah
bahwa pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan

kepentingan pribadi dan/atau golongan.



' Hurufb

~ Hurufh

- Yang dimaksud dengan “asas k'epa'stian‘hukur‘n” adalah
jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam

i penyelenggaraan pelayanan. '

Hurufc | |
Yang dimaksud dengan “asas kesamaanhak” adalah asas -
yang menjamin bahwa pembefian pelayanan  tidak

- membedakan suku, ras, 'a'gama, golongan,  gender, dan
status ekonomi. i |

~ Hurufd ‘ s
Yarig dimaksud dengan “asas keseirribangan hak dan
kewajiban” adalah asas yang menjamin bahwa peménuhan
hak harus sebanding dengan ‘kewajiban yang harus
dilaksanakan, baik oleh pemberi m'aupun‘ _penerima
pelayanan. | v | '

Hurufe - o ; o

 Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah asas
yang menjamin  bahwa pelaksana pelayanan harus
memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf , . '

Yang dimaksud dengan ‘fésas partisipatif’ adalah asas
yang menjamin bahwa peningkatan peran serta
Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan  dengan
_‘r.nemperhatikan' “aspirasi, kebutuhan, dan_ harapan

_ masYarakat. v " '

Huruf g 7
Yang dimaksud derigan “asas persamaan perlakuan/ tidak
diskriminatif’ adalah asas yaﬁg menj.amin bahwa setiap.
warga hegara atau . _anggota' masyarakat berhak

memperoleh pelayanan yang adil.

Yang dimaksud dengan. “asas keterbukaan” adalah asas
yangl menjamin bahwa sétiap penerima pelayanan dapat
dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi

mengenai pelayanan yang diinginkan.



, Yangkdimaksud dengan ‘asas akuntab111tas” adalah asas -

, ’yang menjamin bahwa proses penyelenggaraan pelayanan :

~harus dapat d1pertanggung]awabkan sesua1 dengan"k -

; ketentuan peraturan perundang undangan
. Hurufj | : ‘
o Yang dlmaksud dengan ‘asas fas111tas dan perlakuann :
| khusus bag1 kelompok rentan adalah asas yang menjamm‘
kbahwa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan,
1 ‘ sehmgga ter01pta keadllan dalam pelayanan
.‘;Hurufk ' ‘ ' , B
’ 'j‘Yang dlmaksud dengan asas ‘\k'etepafan waktu” adalah"
~ asas yang menjamln bahwa penyelesalan set1ap ‘jenis
pelayanan d1lakukan tepat waktu sesua1 dengan standar
o pelayanan |
burufl |
: ~‘."'k,Yang vdi‘rn‘ak’Sudy 'dengan asas kecepatan kemudahan dan
"’keterjangkauan adalah asas yang menJam1n bahwa set1ap*
’ jenis- pelayanan d11akukan secara cepat mudah, dan 'k
ter angkau :
Pasal 4 ‘
o Cukup Jelas
Pasal 5 | _
Huruf a | 7 o | |
' Barangpublyik'yang di'scdiakan oleh instansi Pemerintah

: dengan menggunakan APBN dan/atau APBD ditUjukan

: ‘untuk mendukung program dan tugas 1nstans1 tersebut, - -

o penyed1aan infrastruktur transportas1 perkotaan yangr
o pengadaannya menggunakan APBD ' |
- Barang pubhk yang ketersed1aannya merupakan hasil dari- '

' keglatan BUMN dan/atau V BUMD yang mendapat '

*,pehmpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan

publik (publzc service obllgatzon)' sepert1 air ber31h hasil ik

‘pengelolaan perusahaan daerah air minum. .



Huruf b

Jasa pubhk dalam ketentuan ini sebaga1 contoh antara 7

lain pelayanan kesehatan.

: kesehatan masyarakat)

(rumah sakit dan pusat

pelayarian p‘end"idik'an" (sekolah

: dasar ‘sekolah menengah pertama), pelayanan peradllan

: ‘pelayanan kelalulintasan (lampu lalu hntas)

" Huruf ¢

~ Jasa publik ‘dalam ketentuan

pelayanan

keamanan (Jasa kepohman) dan pelayanan pasar.

ini adalah jasa yang

' ,’;f’kdlhasﬂkan oleh BUMD yang mendapat pehmpahan tugas

_ untuk menyelenggarakan pelayanan pubhk (publzc service -

: oblzgatzon) sebagau contoh antara lain jasa pelayanan Jasa

: penyedlaan a1r bers1h yang d11akukan oleh perusahaan’

< i Pasal 6

| : ;Pasa111

o Cukup Jelas
Pasal 7

§ iPasa18 .
L - Cukup jelas.
: '?Pasal 9 e
g Cukup JCI&S.
Pasal 10- v .
' Cukup jelas.

1Pasal 12

v ; Pasal 13

o liD‘asalk 15

Cukup Jelas.
»}Pasal 14 -

e daerah a1r mlnum

Cukupjelas.if .

CukupJelas;:"_ FiE

Cukup Jelas. e

Cukup jelas: £

e Cukupjelas. S
;/”Pasal 16 ' |
L Cukup Jelas.‘ -



g ‘;TPasal 18

'”:«Pasa117
Cukup Jelas. o

Cukup Jelas; -

‘ fffPasa119 :

'Cukupjdd&w

'5 5?Pasa12o

| Cukup Jelas.‘
"'kPasa121 v -
. Cukup Jelas.' e
" 'v"Pasal 22 | 5
o Cukup Jelas.k |

e ~Pasa1 23 |
Cukup Jelas.
,Pasal 24 B ;
i CukupJelas.
:':‘Pasal 25 S
v Cukup Jelas.‘ Y

& __,Pasal 26

Cukup jelas.
’Pasal 27 | |
v Cukup Jelas.
| ~Pasa1 28
R CAyat (1) - ’
Cukup JelasQ'~"'
; Ayat 2) |
e Cukup Jelas.' '
- Ayat (3) . T | -
P : Yarig‘ ’d“irhaksu'd dengaﬁ f“p1hak terka1t” adalah ‘p‘ihak
1 ‘mem11k1 kapas1tas dalam penyusunan rancangan Standar |
- : Pelayanan seperti perguruan t1ngg1 - :
Ayat (4) | '
Cukup Jelas.
Ayat(s)
e ;cuk’uvp‘Jelés.‘\_
~ Ayat (6) e S ‘
e Cukup Je‘las.’



i ."V'Pasal 29

e Cukup Jelas.
‘:'f»«i;Pasal 30 B
. | CukupJelas. o
"iPasa131 Lt :
, k Cukupjelas-.ﬂ:
Pasal 32
- Cukup Jelas. :
k‘vPasal 33
e Cukup Jelas. |
‘?Pasal 34 _
Ayat (1)
FERE Cukup Jelas
Ayat (2) -
' Huruf a 7, e |
‘Yang dimaksud dengan “Penyafidang Disabilitas”
. adalah set1ap orang. yang mengalam1 keterbatasan
ﬁs1k 1ntelektua1 mental dan/ atau sensorik dalam
' Jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan,
~ lingkungan ~ dapat menvg’alami hambatan  dan
 kesulitan untuk be'r‘par‘tis‘ipasi’ secara penuh dan
efektif ‘dengan“ warga négara ‘lair‘lnya berdasarkan N
‘ kesamaan hak, i ’ :
; \Huruf b |
Yang dlmaksud dengan “Lanjutk Usia” "eidélah“
seseorang yang telah mencapa1 usia 60 (enam7 i
uluh) tahun atau leb1h
‘Huruf Ci | |
- Cukup jelas}r <
""Hurufd e ‘
~ Cukup jelas.
Hurufe : e |
i | | Cukup Jelas.
Ayat (3) :
S , ' Cukup Jelas
| :Ayat 4) |

Cukup jelas.



o Pasal 35
: Ayat (1)

’ ‘pubhk untuk mewujudkan tata kelola Pemermtahan yang

dimaksudkan

_Pemanfaatan teknologi ‘informasi dalam ketentuan ,ini '

dapat. ménjadi" alat  bantu  dalam

melaksanakan transparans1 dan akuntablhtas pelayanan '

baik dalam rangka mewujudkan Slstem‘ Pemermtahan'

_ Berbasis Elektfkonik (electronic'goveMment/ e-government). |

memberikan

e : :Pasal 36
Cukup Jelas

| Pasal 37
‘Pasal 38

) Pasal 39

;Yang dlmaksud dengan “Sistem Pemermtahan Berbas1s” ‘

Elektromk” adalah penyelenggaraan Pemermtahan yang

' memanfaatkan teknologi 1nformas1 dan komunikasi untuk

41a3}anan kepada 'Peri'gg'una’ Sistem

RaRale : Pemermtahan Berba81s Elektromk
Comat@
‘ ; R Cukupjgala‘s’.

CoAyat@®
d \' . Cukupjelas.
o oAyat@

Cukup jélaé.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas. :

Cukup Jelas. ‘

. -i"Pasal 40

' »,"Pasal 41
k : Pasal 42
"Pasgl43

- Pasal 44

CukupJelas.f" L
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.'

Cukup jexlas. ;

. Cukup Jelas.



= ‘~.:"'Pasa1 45 |
! = Cukupjelas.‘, =
"Vb'fPasal 46 . i
g Cukup Jelas.u S
| ‘Pasal 47 ' ;
g Cukup Jelas." -
) Pasal 48
L Cukup Jelas." L
- R Pasal 49 ;
E ‘~ : Cukup Jelas. e
‘Pasal 50 E
g Cukup Jelas.'k‘,
'V'Pasa151 : i |
- Cukup Jelas. o
'»"fPasal 52 ,
H : Cukup Jelas.’
,’Pasal 53
Cukup Jelas. ,
"’,vPasal 54 : |
CukupJelas; o
"-Pasal 55
Cukiip jelas.
‘Pasal 56 ”
e Cukupjelas. |
Pasal 57 .
- Cukup jelas.
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